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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era zaman modern saat ini, ada banyak sekali perkembangan teknologi 

baik pada bidang transportasi maupun komunikasi yang mana hal ini tentunya 

membuat perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Tak hanya itu, hal ini juga 

berdampak pada sistem perdagangan internasional, salah satu contohnya ialah 

adanya kemudahan dalam hal transaksi antar negara. Karena hal itu, banyak barang 

dan jasa yang diperjual belikan bahkan arus perdagangan internasional pun 

semakin pesat seiring berjalannya waktu. Namun, hal ini tentunya memiliki sisi 

negatif yang mana banyak sekali aktor yang melakukan perdagangan secara ilegal 

ke negara lain. 

Perdagangan manusia merupakan suatu isu yang telah terjadi di berbagai 

negara. Tak hanya itu, kejahatan ini termasuk ke dalam sebuah industri yang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Perdagangan manusia ini dapat 

mencakup beberapa bagian seperti perdagangan seksual, perdagangan organ serta 

perdagangan tenaga kerja. Perdagangan seksual biasanya banyak mencari korban 

perempuan yang mana nantinya para korban akan di imingi dengan kehidupan yang 

lebih baik. Perdagangan organ adalah perdagangan yang manusia yang kemudian 

organ tubuhnya akan dijual untuk digunakan transplantasi tentunya hal ini 

dilakukan dengan cara ilegal. Sedangkan, perdagangan tenaga kerja adalah 

perdagangan manusia yang kemudian tenaganya digunakan untuk bekerja dengan 

cara yang tidak lazim (Vidushy, 2016). 
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India adalah salah satu negara dengan perkembangan yang cukup pesat 

berkembang di kawasan Asia Selatan. Hal ini tentunya dapat dilihat pada sistem 

perkembangan pada infrastruktur serta teknologi nya. Namun pada kenyataannya, 

sistem perekonomian India terbilang buruk bahkan ia merupakan negara dengan  

jumlah populasi penduduk miskin terbesar pada kawasan Asia Selatan. Menurut 

bank dunia, sebanyak 32,7% masyarakat setempat hidup miskin bahkan sisanya 

sekitar 68,7% hidup dengan pendapatan yang rendah yakni di bawah US$2 per 

harinya (Kaus, 2013). 

Human trafficking merupakan salah satu permasalahan yang besar bagi 

India. Hal ini dibuktikan dengan hampir seluruh distrik yang ada di India telah 

dipengaruhi oleh human trafficking. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 90% 

penduduk korban perdagangan manusia ini dijadikan budak untuk bekerja secara 

paksa antar wilayah India. Pada tahun 2014, sekitar 14,3 juta orang India 

merupakan korban perdagangan manusia dalam berbagai bentuk (Phillips, 2014). 

Tak hanya itu, ada banyak juga korban di beberapa negara tetangganya seperti 

Bangladesh dan Nepal (Thomas, 2010).  

Korban utama dari perdagangan manusia ini ialah anak-anak dan 

perempuan. Seringkali, korban perdagangan ini akan diiming imingi dengan 

kehidupan yang lebih layak serta upah yang besar. Biasanya, tuntutan ekonomi 

yang menjadi faktor utama dari terjadinya perdagangan manusia ini. Namun, pada 

kenyataannya para korban akan diberi imbalan yang sangat kecil dengan pekerjaan 

yang berat. Tidak hanya itu, para korban juga tidak diperbolehkan berkomunikasi 

dengan keluarganya (Vidushy, 2016). 

Banyak sekali faktor terjadinya human trafficking ini, contohnya seperti 

adanya ketimpangan antara sosial dan ekonomi yang mana menyebabkan 
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ketidakadilan pada perlakuan di masyarakat umuum. Masyarakat dengan golongan 

yang tinggi akan diperlakukan lebih baik daripada masyarakat golongan rendah.  

Tidak hanya itu, keamanan perbatasan negara juga menjadi masalah yang serius. 

Banyak agen tenaga kerja yang memalsukan dokumen dan data diri bahkan banyak 

sekali imigran ilegal yang berhasil lolos dari sistem keamanan pada perbatasan 

negara. Hal inilah yang menjadi faktor utama dari permasalahan ini dan sangat 

penting untuk segera diatasi karena jika terus dibiarkan maka akan menjadi hal 

yang lebih buruk lagi. Tentunya pemerintah harus menangani masalah ini langsung 

dari akar permasalahannya yakni kemiskinan (Yartini, 2018). 

India merupakan pusat pada kawasan Asia Selatan yang memiliki 

pertumbuhan yang tinggi pada kasus human trafficking. Banyak anak-anak yang 

menjadi korban perbudakan, mengurus rumah tangga, bekerja di bidang pertanian 

maupun tekstil. Yang mana hal ini merupakan pekerjaan yang tidak seimbang 

dengan tenaga dan umur para korban. Sedangkan, perempuan yang menjadi korban 

perdagangan ini biasanya diperjual belikan sebagai komersial seksual (Bhalla, 

2017). 

Jika dilihat secara data pada tahun 2021 India adalah salah satu negara 

wilayah di kawasan Asia Selatan yang memiliki tingkat perdagangan manusia 

dibagian perbudakan tertinggi dengan mencapai sekitar 11,050,000 orang 

dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Selatan lainnya. India juga memiliki 

persentase sekitar 56% terhadap kerentanan dalam mengatasi perbudakan modern 

(Mahyuddin, 2020). 

Untuk mengatasi hal tersebut, India mendirikan Anti Human Trafficking 

Unit (AHTU) yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi isu perdagangan 

manusia di India. AHTU dibentuk pada tahun 2007 dengan beranggotakan petugas 
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kejaksaan dan kepolisian. AHTU memiliki prosedur tersendiri pada saat menangani 

kasus perdagangan manusia, yang mana prosedur ini dianggap lebih efektif 

dibandingkan dengan kepolisian lokal (Todd et al., 2005).  

Karena lemahnya penegakkan hukum dan banyaknya pelanggaran yang 

terjadi di India membuat kasus kriminalitas India menjadi meningkat terutama 

dalam permasalahan perdagangan manusia. Oleh karena itu, India berupaya untuk 

mengatasinya dengan cara ikut serta dalam keanggotaan UNTOC. UNTOC 

merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dibidang penanggulangan 

kejahatan lintas negara dan dibentuk pada tahun 2000. Karena meningkatnya kasus 

perdagangan manusia di India maka pemerintah India menandatangani UNTOC 

pada tahun 2003 dan menyetujui adanya Protokol Palermo. Protokol Palermo 

merupakan kebijakan yang dibuat oleh UNTOC di Palermo, Italia pada tahun 2000. 

Lalu, pada 2003 ditanda tangani oleh negara anggotanya termasuk India. Adapun 

isi dari Protokol Palermo ialah (UNODC, 2004): 

1. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

especially Women and Children  (Protokol untuk Mencegah, Menekan 

dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan 

Anak); 

2. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air 

(Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan 

Udara); 

3. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in 

Firearms, their Parts and Components and Ammunition (Protokol 

Menentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Suku 

Cadang, Komponen, dan Amunisinya).  
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Namun, pada 2011 India baru meratifikasi Protokol Palermo yang 

ditetapkan oleh UNTOC. Akan tetapi, adanya ratifikasi tersebut ternyata tetap tidak 

membuat penurunan pada kasus perdagangan manusia di India. Oleh sebab itu, 

India ditetapkan sebagai negara golongan tier dua atau negara yang tidak patuh. Hal 

ini dibuktikan oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional India atau National Crime 

Records Bureau (NCRB) yakni adanya peningkatan penjualan perempuan di bawah 

umur pada tahun 2009 – 2011. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada kasus 

impor anak perempuan dari luar negeri. Berikut ini merupakan data kasus yang 

terjadi di India pada tahun 2009 – 2011 (National Crime Records Bureau, 2013).  

Table 1.1 Data Kasus Human Trafficking Tahun 2009 - 2011 
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ni tentunya menjadi fokus utama pemerintah dalam menangani permasalahan 

tersebut. Meningkatnya kasus perdagangan manusia membuat pemerintah India 

bekerja sama dengan UNTOC untuk mengurangi tingkat perdagangan manusia. 

Tak hanya meratifikasi UNTOC, India juga berupaya menurunkan angka 

perdagangan manusia dengan membentuk Indian Penal Code (IPC) pada tahun 

No Kejahatan Tahun 

2009 2010 2011 

1. Pengadaan anak perempuan di bawah umur 

(Bagian 366-A IPC) 

237 679 862 

2. Impor anak perempuan dari luar negeri (Sec. 

366-B IPC) 

48 36 80 

3. Penjualan anak perempuan untuk prostitusi 

(Bagian 372 IPC) 

57 130 113 

4. Membeli anak perempuan untuk prostitusi 

(Bagian 373 IPC) 

32 78 27 

5. Perdagangan Manusia (370 & 370A IPC)  2,848 3,422 3,517 

Total 3,222 4,345 4,599 
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2013 dan hal ini juga diratifikasi oleh UNTOC. IPC berisi Undang Undang Hukum 

Pidana yang mana terdapat 5 pasal mengenai perdagangan manusia di dalamnya 

yakni pasal 366 A, 366 B, 370, 372, dan 373 (Sabha, 2014). Adapun isi dari kelima 

pasal tersebut ialah: 

a. Pasal 366A mengatur tentang penjualan perempuan di bawah umur; 

b. Pasal 366B mengatur tentang penjualan perempuan dan gadis kecil ke 

negara lain; 

c. Pasal 370 dan 370A mengatur tentang penjualan manusia; 

d. Pasal 372 mengatur tentang penjualan perempuan untuk tujuan prostitusi; 

e. Pasal 373 mengatur tentang pembelian perempuan untuk tujuan 

prostitusi. 

Kemudian, India juga mencoba untuk memperketat penjagaan batas negara 

dengan membentuk Pusat Pasukan Bersenjata Kepolisian India atau Central Armed 

Police Forces (CAPF). CAPF mempunyai 7 organisasi kepolisian yang memiliki 

perannya masing masing. Salah satu kepolisian yang paling berpengaruh dalam 

menangani perdagangan manusia di India adalah Border Security Force (BSF). 

BSF didirikan pada tahun 1965 oleh pemerintah India dengan tujuan utama yakni 

menjaga perbatasan antara India-Pakistan dan India-Bangladesh (Ministry of Home 

Affairs, 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ada beberapa 

rumusan masalah yang dapat disimpulkan yakni: 

Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus penjualan 

perempuan di bawah umur di India tahun 2013? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan riset tentang 

bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus penjualan 

perempuan di bawah umur di India tahun 2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat akademis dan 

manfaat praktis. Adapun penjelasan dari kedua manfaat tersebut ialah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

akademis guna untuk membantu mengembangkan kajian dari Ilmu Hubungan 

Internasional terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus 

penjualan perempuan di bawah umur di India tahun 2013. 

1.4.2 Manfaat Praktisi 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta rujukan bagi 

akademisi untuk mengetahui kebijakan pemerintah India dalam menangani kasus 

human trafficking di negaranya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi 

jumlah kasus human trafficking yang ada di India. 
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adanya rasa kesadaran yang tinggi serta upaya pemerintah yang maksimal maka 

angka perdagangan manusia akan dapat menurun dari tahun ke tahun. 
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